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ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana pelanggaran 
administrasi atas ketentuan keselamatan dan 
keamanan dalam pesawat udara selama 
penerbangan dan bagaimana sanksi 
administratif atas pelanggaran ketentuan 
keselamatan dan keamanan dalam pesawat 
udara selama penerbangan. Dengan 
menggunakan metode penelitian yuridis 
normatif, disimpulkan: 1. Pelanggaran 
administrasi atas ketentuan keselamatan dan 
keamanan dalam pesawat udara selama 
penerbangan, seperti pesawat udara sipil 
Indonesia atau asing yang tiba di atau 
berangkat dari Indonesia tidak mendarat atau 
lepas landas dari bandar udara yang ditetapkan 
untuk itu, kecuali terjadi keadaan darurat dan 
pelanggaran atas larangan menerbangkan atau 
mengoperasikan pesawat udara yang dapat 
membahayakan keselamatan pesawat udara, 
penumpang dan barang, dan/atau penduduk 
atau mengganggu keamanan dan ketertiban 
umum atau merugikan harta benda milik orang 
lain. 2. Sanksi administratif atas pelanggaran 
ketentuan keselamatan dan keamanan dalam 
pesawat udara selama penerbangan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku melalui bentuk peringatan; pembekuan 
sertifikat; dan/atau pencabutan sertifikat.  
Kata kunci: Sanksi Administratif, Pelanggaran, 
Keselamatan dan Keamanan, Dalam Pesawat 
Udara, Selama Penerbangan 

 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Penerbangan sebagai satu kesatuan sistem 
yang terdiri atas pemanfaatan wilayah udara, 
pesawat udara, bandar udara, angkutan udara, 
keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, 
serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum 
lainnya yang pokok-pokoknya dapat diuraikan 
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sebagai berikut: huruf (a) Pemanfaatan wilayah 
udara merupakan implementasi dari 
kedaulatan Negara Republik Indonesia yang 
utuh dan eksklusif atas ruang udaranya, yang 
memuat tatanan ruang udara nasional, 
penyelenggaraan pelayanan, personel dan 
fasilitas navigasi penerbangan, serta 
pengaturan tentang tata cara navigasi, 
komunikasi penerbangan, pengamatan dan 
larangan mengganggu pelayanan navigasi 
penerbangan, termasuk pemberian sanksi. 
Tatanan ruang udara nasional ditetapkan untuk 
mewujudkan penyelenggaraan pelayanan 
navigasi penerbangan yang andal dalam rangka 
keselamatan penerbangan dengan mengacu 
pada peraturan nasional dan regulasi Organisasi 
Penerbangan Sipil Internasional (International 
Civil Aviation Organisation/ICAO) yang terkait 
dengan penetapan dan penggunaan ruang 
udara. Dalam penggunaan ruang udara 
tersebut, diberikan pelayanan oleh Pemerintah 
selaku penyelenggara pelayanan navigasi 
penerbangan, terdiri atas pelayanan lalu lintas 
penerbangan, komunikasi penerbangan, 
informasi aeronautika, informasi meteorologi 
penerbangan, serta informasi pencarian dan 
pertolongan.3  

Kecelakaan  pesawat  udara  secara  umum  
selalu  dihubungkan dengan tiga faktor 
penyebab, yaitu faktor kesalahan manusia 
(human error), faktor  pesawat  terbang  
(machine),  dan  faktor  lain  seperti  cuaca,  dan 
lain-lain. Menurut statistik, faktor kesalahan 
manusia mempunyai adil paling besar, disusul 
faktor pesawat terbang dan yang terakhir 
faktor cuaca. Ketiga faktor penyebab tersebut 
biasanya tidak berdiri sendiri, melainkan bisa 
merupakan gabungan dari dua atau tiga faktor 
sekaligus.4 

Kesalahan  manusia  yang  dapat  
menyebabkan  timbulnya kecelakaan telah 
diminimalisir dengan dilakukannya 
pemeriksaan rutin dan berkala bagi para 
personel penerbangan, khususnya bagi para 
personel yang berkaitan langsung dengan 
aktivitas rutin penerbangan. Pemeriksaan 
secara berkala tersebut merupakan suatu 
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kewajiban bagi setiap personel penerbangan 
yang telah memiliki sertifikat kecakapan 
ataupun lisensi sesuai dengan bidangnya 
masing-masing, hal tersebut lebih dipertegas 
dalam Pasal 223 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009. Tujuan dari pemeriksaan 
secara berkala atas personel penerbangan 
tersebut adalah agar dapat  diketahui  secara  
pasti  terkait  hal-hal  yang  dapat 
mempengaruhi kinerja dari setiap personel 
sehingga dapat  dihindari hal-hal yang  dapat 
membahayakan keselamatan dan keamanan 
suatu misi penerbangan.5  

Dilakukannya pemeriksaan secara berkala 
dan rutin terhadap personel penerbangan 
menjadi suatu tolak ukur ataupun standarisasi 
bahwa suatu  penerbangan  bukanlah  bidang  
yang  biasa-biasa  saja,  melainkan dibutuhkan 
suatu keseriusan dan ketelitian dalam segala 
aspek yang berkaitan, sehingga apabila 
dilakukan suatu pelanggaran atas  ketentuan 
yang telah ditetapkan secara khusus tersebut, 
maka dapat  disimpulkan bahwa pelanggaran 
tersebut dapat berakibat pada timbulnya  
kecelakaan yang fatal.6 

Apabila terjadi pelanggaran administrasi 
atas ketentuan keselamatan dan keamanan 
dalam pesawat udara selama penerbangan, 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, 
maka bagi pelakunya dapat dikenakan sanksi 
administratif. 
 
B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah pelanggaran administrasi 
atas ketentuan keselamatan dan 
keamanan dalam pesawat udara selama 
penerbangan ? 

2. Bagaimanakah sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentuan keselamatan dan 
keamanan dalam pesawat udara selama 
penerbangan ? 

 
C. Metode Penelitian 

Penelitian hukum yang dilakukan dengan 
cara meneliti bahan pustaka atau data 
sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian 
hukum normatif atau penelitian hukum 
kepustakaan (di samping adanya penelitian 
hukum sosiologis atau empiris yang terutama 
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meneliti data primer). 7   Penelitian hukum 
normatif digunakan dalam menyusun penulisan 
ini. Metode penelitian hukum normatif 
menggunakan bahan-bahan hukum yang 
dikumpulkan melalui studi kepustakaan. 
 
PEMBAHASAN 
A. Pelanggaran Administrasi Atas Ketentuan 

Keselamatan Dan Keamanan Dalam 
Pesawat Udara Selama Penerbangan 
Keselamatan Penerbangan adalah suatu 

keadaan terpenuhinya persyaratan 
keselamatan dalam pemanfaatan wilayah 
udara, pesawat udara, bandar udara, angkutan 
udara, navigasi penerbangan, serta fasilitas 
penunjang dan fasilitas umum lainnya. 8  
Keamanan Penerbangan adalah suatu keadaan 
yang memberikan perlindungan kepada 
penerbangan dari tindakan melawan hukum 
melalui keterpaduan pemanfaatan sumber 
daya manusia, fasilitas, dan prosedur.9 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif  Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan  
Di Bidang Penerbangan. Pasal 1 angka 2. 
Pelanggaran adalah penyimpangan terhadap 
ketentuan peraturan perundang–undangan di 
bidang penerbangan.  

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif  Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan  
Di Bidang Penerbangan. Pasal 11 ayat:  
(1)  Sanksi administratif sebagaimana 
dimaksud dalam  Pasal 3 berupa :  

a. peringatan;  
b. pembekuan;  
c. pencabutan; dan/atau  
d. denda administratif.  

(1) Pengenaan sanksi administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Menteri ini.  
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(2) Penerbitan surat sanksi administrasi 
berupa peringatan atau pembekuan, 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a atau huruf b, yang bersamaan dengan 
pengenaan denda administratif 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
d, diterbitkan dengan tanggal dan bulan 
yang sama. 

Pasal 12. Parameter pertimbangan, evaluasi 
dan analisa terkait penegakan hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), 
dilakukan berdasarkan:  
a. ancaman terhadap keamanan penerbangan;  
b. resiko keselamatan penerbangan;   
c. kepatuhan terhadap pemenuhan peraturan 

perundang- undangan; 
d. pengulangan terjadinya pelanggaran yang 

sama; dan/atau  
e. pelanggaran lebih dari satu. 

Pasal 13 ayat: 
(1) Berdasarkan evaluasi dan analisa 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, 
hasil pemeriksaan pelanggaran peraturan 
perundang-undangan di bidang 
penerbangan yang terindikasi adanya 
tindak pidana bidang penerbangan, 
diserahkan kepada Penyidik Pegawai 
Negeri Sipil (PPNS).  

(2) Pelanggar yang terbukti melakukan tindak 
pidana penerbangan  sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), tidak 
menggugurkan kewajiban pemenuhan 
sanksi administratif. 

Denda Administratif Terhadap 
Keterlambatan Pembayaran. Pasal 14 ayat: 
(1) Besaran denda administratif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, 
ditentukan dalam satuan denda 
administratif (penalty unit/PU), tercantum 
dalam Lampiran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 
ini.  

(2) Satuan denda administratif (penalty 
unit/PU) sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) nilainya sebesar Rp100.000,- (seratus 
ribu rupiah).  

(3) Denda administratif sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), merupakan 
Penerimaan Negara Bukan Pajak di 
Lingkungan Direktorat Jenderal. 

Pasal 15. Setiap keterlambatan pembayaran 
Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dikenakan 
denda sebesar 2% (dua persen) setelah 30 (tiga 
puluh) hari sejak dikeluarkannya nota tagihan 
dan berlaku kelipatannya setiap 30 (tiga puluh) 
hari pada hari berikutnya. 

Pelanggaran administrasi atas ketentuan 
keselamatan dan keamanan dalam pesawat 
udara selama penerbangan yaitu: 
1. Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau 

asing yang tiba di atau berangkat dari 
Indonesia hanya dapat mendarat atau lepas 
landas dari bandar udara yang ditetapkan 
untuk itu. Ketentuan itu tidak berlaku dalam 
keadaan darurat. Pelanggaran atas 
ketentuan ini dapat dikenakan sanksi 
administrati. 

2.  Setiap orang dilarang menerbangkan atau 
mengoperasikan pesawat udara yang dapat 
membahayakan keselamatan pesawat 
udara, penumpang dan barang, dan/atau 
penduduk atau mengganggu keamanan dan 
ketertiban umum atau merugikan harta 
benda milik orang lain.  

3. Setiap orang di dalam pesawat udara selama 
penerbangan dilarang melakukan perbuatan 
yang dapat membahayakan keamanan dan 
keselamatan penerbangan; pelanggaran tata 
tertib dalam penerbangan; pengambilan 
atau pengrusakan peralatan pesawat udara 
yang dapat membahayakan keselamatan; 
perbuatan asusila; perbuatan yang 
mengganggu ketenteraman; atau 
pengoperasian peralatan elektronika yang 
mengganggu navigasi penerbangan. 

4. Dalam penerbangan dilarang menempatkan 
penumpang yang tidak mampu melakukan 
tindakan darurat pada pintu dan jendela 
darurat pesawat udara. 
 

B. Sanksi Administratif Atas Pelanggaran 
Ketentuan Keselamatan Dan Keamanan 
Dalam Pesawat Udara Selama Penerbangan  
 
Sanksi administrasi merupakan perbuatan 

pemerintah guna mengakhiri suatu keadaan 
yang dilarang oleh kaidah hukum administrasi 
atau melakukan apa yang seharusnya 
ditinggalkan oleh para warga masyarakat 
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karena bertentangan dengan undang-undang 
atau aturan hukum lainnya.10  

Penempatan sanksi dalam suatu aturan 
hukum, merupakan bagian penutup yang 
sangat penting dalam setiap peraturan 
perundang-undangan termasuk dalam aturan 
hukum administrasi. Pada umumnya tidak ada 
gunanya memasukkan aturan-aturan hukum 
tentang kewajiban-kewajiban atau larangan-
larangan bagi para warga dalam aturan hukum 
bidang administrasi negara, manakala aturan-
aturan mengenai tingkah laku tidak dapat 
dipaksakan secara tegas oleh aparat 
pemerintah atau lembaga/instansi maupun 
pejabat yang berwenang untuk itu.11 

Pengangkutan udara, sebagai salah satu 
bentuk penerbangan sipil, mempunyai misi 
untuk mengangkut penumpang, barang-barang 
pos dan kargo dengan selamat dan tepat waktu 
sampai tujuan. Untuk itu keselamatan, efisiensi, 
dan keteraturan dalam pengangkutan udara 
merupakan hal yang sangat penting. Setiap 
gangguan terhadap pengangkutan udara akan 
merugikan bukan saja para penumpang dan 
pengirim kargo, melainkan juga akan 
membahayakan pesawat udara dan 
pengangkutan udara itu sendiri.12 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor Pm 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di 
Bidang Penerbangan. Pasal 2. Pengenaan sanksi 
administratif bertujuan untuk:  
a. meningkatkan kesadaran dan ketaatan 

operator dan personel penerbangan 
terhadap peraturan perundangundangan; 
dan  

b. menumbuhkan budaya keselamatan 
penerbangan. 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Penerbangan. Keselamatan dan 
Keamanan dalam Pesawat Udara Selama 
Penerbangan. Pasal 52 ayat: 
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(1) Setiap pesawat udara sipil Indonesia atau 
asing yang tiba di atau berangkat dari 
Indonesia hanya dapat mendarat atau 
lepas landas dari bandar udara yang 
ditetapkan untuk itu.  

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tidak berlaku dalam keadaan 
darurat.  

(3) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa:  
a. peringatan;  
b. pembekuan sertifikat; dan/atau  
c. pencabutan sertifikat.  

Pasal 53 ayat: 
(4) Setiap orang dilarang menerbangkan atau 

mengoperasikan pesawat udara yang 
dapat membahayakan keselamatan 
pesawat udara, penumpang dan barang, 
dan/atau penduduk atau mengganggu 
keamanan dan ketertiban umum atau 
merugikan harta benda milik orang lain.  

(5) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa:  
a. pembekuan sertifikat; dan/atau  
b. pencabutan sertifikat.  

Pasal 54. Setiap orang di dalam pesawat 
udara selama penerbangan dilarang 
melakukan:  
a. perbuatan yang dapat membahayakan 

keamanan dan keselamatan penerbangan;  
b. pelanggaran tata tertib dalam penerbangan;  
c. pengambilan atau pengrusakan peralatan 

pesawat udara yang dapat membahayakan 
keselamatan;  

d. perbuatan asusila;  
e. perbuatan yang mengganggu ketenteraman; 

atau  
f. pengoperasian peralatan elektronika yang 

mengganggu navigasi penerbangan. 
Pasal 55. Selama terbang, kapten penerbang 

pesawat udara yang bersangkutan mempunyai 
wewenang mengambil tindakan untuk 
menjamin keselamatan, ketertiban, dan 
keamanan penerbangan.  

Pasal 56 ayat: 
(1) Dalam penerbangan dilarang menempatkan 

penumpang yang tidak mampu melakukan 
tindakan darurat pada pintu dan jendela 
darurat pesawat udara. 
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(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dikenakan sanksi administratif berupa:  
a. peringatan;  
b. pembekuan sertifikat; dan/atau  
c. pencabutan sertifikat.  

Pasal 57. Ketentuan lebih lanjut mengenai 
keselamatan dan keamanan dalam pesawat 
udara, kewenangan kapten penerbang selama 
penerbangan, dan pemberian sanksi 
administratif diatur dengan Peraturan Menteri.  

Perbedaan antara sanksi administrasi dan 
sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan 
pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi 
administrasi ditujukan kepada perbuatan 
pelanggarannya sedangkan sanksi pidana 
ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi 
hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi 
dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu 
dihentikan. Sifat sanksi adalah “reparatoir” 
artinya memulihkan pada keadaan semula. Di 
samping itu perbedaan antara sanksi pidana 
dan sanksi administrasi ialah tindakan 
penegakan hukumnya. Sanksi administrasi 
diterapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara 
tanpa harus melalui prosedur peradilan 
sedangkan sanksi pidana hanya dapat 
dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses 
peradilan.13  

Penerapan sanksi pidana merupakan upaya 
terakhir (ultimum remedium) ketika instrumen 
hukum perdata atau hukum administrasi sudah 
tidak dapat dilaksanakan dengan baik.14  

Menurut Philipus. M. Hadjon, wewenang 
menerapkan sanksi administrasi sebagai suatu 
konsep hukum publik terdiri atas sekurang-
kurangnya tiga komponen, yaitu:  
a. komponen pengaruh; bahwa penggunaan 

wewenang dimaksudkan untuk 
mengendalikan perilaku subyek hukum, 

b. komponen dasar hukum; bahwa wewenang 
itu selalu harus dapat ditunjuk dasar 
hukumnya, dan 

c. komponen konformitas hukum; 
mengandung makna adanya standar 
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wewenang, yaitu standar umum (semua 
jenis wewenang) dan standar khusus (untuk 
jenis wewenang tertentu).15 
Pelayanan publik diartikan dengan 

pemberian layanan (melayani) keperluan orang 
atau masyarakat yang mempunyai kepentingan 
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok 
dan tata cara yang telah ditetapkan.16  

Penarikan kembali keputusan sebagai sanksi 
ini berkaitan erat dengan sifat keputusan itu 
sendiri. Bila keputusan bersifat terikat, maka 
keputusan tersebut harus ditarik sendiri oleh 
organ atau instansi yang mengeluarkan 
keputusan. Penarikan ini hanya mungkin 
dilakukan apabila peraturan perundang-
undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya 
keputusan telah mengaturnya sebelum 
keputusan itu dikeluarkan. Sedangkan 
keputusan yang bersifat bebas, maka 
penarikannya kadang-kadang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan, kadang-
kadang tidak.17 

Hal-hal yang dapat menjadikan sebab suatu 
keputusan tata usaha negara yang berupa 
perizinan dicabut sebagai bentuk sanksi adalah 
:  
1. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) 

tidak mematuhi pembatasan-pembatasan, 
syarat-syarat atau ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang dikaitkan pada 
izin tersebut;  

2. Pihak yang berkepentingan (penerima izin) 
pada waktu mengajukan permohonan untuk 
mendapatkan izin telah memberikan data 
yang tidak benar atau tidak lengkap. Hal ini 
bermakna bahwa apabila data yang 
diberikan saat mengajukan permohonan izin 
benar, lengkap, dan tidak dipalsukan maka 
pemberian izin mungkin tidak akan 
diberikan (permohonan izin ditolak).18 
Peraturan Menteri Perhubungan Republik 

Indonesia Nomor Pm 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di 
Bidang Penerbangan. Pasal 17 ayat: 
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(1) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif 
Pembekuan yang telah ditetapkan 
tercantum dalam Peraturan Menteri ini 
dan Pelanggar tidak dapat memenuhi 
kewajibannya maka Sanksi Administratif 
Pencabutan dapat diberlakukan dengan 
parameter pertimbangan, evaluasi dan 
analisa sebagaimana tercantum dalam 
Pasal 12.  

(2) Terhadap pengenaan Sanksi Administratif 
berupa Denda Administratif sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 16 dan Pelanggar 
belum memenuhi kewajiban membayar 
denda administratif maka Sanksi 
Administratif Pencabutan dapat 
diberlakukan dengan parameter 
pertimbangan, evaluasi dan analisa 
sebagaimana tercantum dalam  Pasal 12 
huruf c, huruf d dan/atau huruf e. 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor PM 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di 
Bidang Penerbangan.  

Pasal 20 ayat: 
(1) Pengenaan sanksi administratif yang sudah 

ditetapkan akan dipublikasikan melalui 
website Direktorat Jenderal.  

(2)  Informasi pengenaan sanksi administratif 
yang dipublikasikan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 
memuat data 
a. pelanggaran;  
b. jumlah pelanggaran; dan 
c. identitas pelanggar. 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor Pm 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di 
Bidang Penerbangan. Pasal 18 ayat: 
(1) Pelanggar yang dikenakan sanksi 

administratif dapat mengajukan usulan 
keberatan kepada Direktur Jenderal, paling 
lama dalam waktu 14 (empat belas) hari 
kerja sejak tanggal diterimanya penetapan 
sanksi administratif.  

(2) Persetujuan atau penolakan terhadap 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ditetapkan oleh Direktur Jenderal 
paling lama 14 (empat belas) hari kerja, 
sejak tanggal diterimanya usulan 
keberatan.  

(3) Persetujuan atau penolakan terhadap 
usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), merupakan keputusan terakhir dan 
mengikat (final dan binding). 

Pasal 19 ayat: 
(1)  Pelanggar setelah melaksanakan 

kewajiban atau upaya perbaikan sesuai 
dengan yang tercantum dalam sanksi 
peringatan, pembekuan atau denda 
administratif, harus melaporkan kepada 
Direktur atau Kepala Kantor dan Sekretaris 
Direktorat Jenderal untuk dilakukan 
evaluasi.  

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) akan dijadikan dasar tindak lanjut 
pengenaan sanksi. 

Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor Pm 78 Tahun 2017 Tentang 
Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap 
Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan Di 
Bidang Penerbangan, mengatur tentang 
Pengawasan Pasal 21. Direktur Jenderal 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
Peraturan Menteri ini dan melaporkan hasil 
pengawasan kepada Menteri. 

Pemberlakuan sanksi administratif atas 
pelanggaran ketentuan keselamatan dan 
keamanan dalam pesawat udara selama 
penerbangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan dalam bentuk 
peringatan; pembekuan sertifikat; dan/atau 
pencabutan sertifikat. 

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa Negara 
Kesatuan Republik Indonesia telah dianugerahi 
sebagai negara kepulauan yang terdiri dari 
beribu pulau, terletak memanjang di garis 
khatulistiwa, di antara dua benua dan dua 
samudera, serta ruang udara yang luas. Oleh 
karena itu, Indonesia mempunyai posisi dan 
peranan yang sangat penting dan strategis 
dalam hubungan internasional. Untuk 
mencapai tujuan pembangunan nasional 
sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945, mewujudkan Wawasan Nusantara serta 
memantapkan ketahanan nasional, diperlukan 
sistem transportasi nasional yang memiliki 
posisi penting dan strategis dalam 
pembangunan nasional yang berwawasan 
lingkungan. Transportasi juga merupakan 
sarana dalam memperlancar roda 
perekonomian, membuka akses ke daerah 
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pedalaman atau terpencil, memperkukuh 
persatuan dan kesatuan bangsa, menegakkan 
kedaulatan negara, serta mempengaruhi semua 
aspek kehidupan masyarakat. 

Pentingnya transportasi tercermin pada 
semakin meningkatnya kebutuhan jasa 
angkutan bagi mobilitas orang serta barang di 
dalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta 
berperan sebagai pendorong, dan penggerak 
bagi pertumbuhan daerah dan pengembangan 
wilayah. Menyadari peran transportasi 
tersebut, penyelenggaraan penerbangan harus 
ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi 
nasional secara terpadu dan mampu 
mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang 
seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, 
aman, efektif, dan efisien. Penerbangan yang 
mempunyai karakteristik dan keunggulan 
tersendiri, perlu dikembangkan agar mampu 
meningkatkan pelayanan yang lebih luas, baik 
domestik maupun internasional. 
Pengembangan penerbangan ditata dalam satu 
kesatuan sistem dengan mengintegrasikan dan 
mendinamisasikan prasarana dan sarana 
penerbangan, metoda, prosedur, dan peraturan 
sehingga berdaya guna serta berhasil guna. 
  
PENUTUP 
A. Kesimpulan 

1. Pelanggaran administrasi atas ketentuan 
keselamatan dan keamanan dalam 
pesawat udara selama penerbangan, 
seperti pesawat udara sipil Indonesia 
atau asing yang tiba di atau berangkat 
dari Indonesia tidak mendarat atau lepas 
landas dari bandar udara yang ditetapkan 
untuk itu, kecuali terjadi keadaan darurat 
dan pelanggaran atas larangan 
menerbangkan atau mengoperasikan 
pesawat udara yang dapat 
membahayakan keselamatan pesawat 
udara, penumpang dan barang, dan/atau 
penduduk atau mengganggu keamanan 
dan ketertiban umum atau merugikan 
harta benda milik orang lain.  

2. Sanksi administratif atas pelanggaran 
ketentuan keselamatan dan keamanan 
dalam pesawat udara selama 
penerbangan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku 
melalui bentuk peringatan; pembekuan 

sertifikat; dan/atau pencabutan 
sertifikat.  

 
B. Saran 

1. Agar supaya tidak dikenakan sanksi 
administratif, maka selama penerbangan 
seharusnya tidak melakukan perbuatan 
yang dapat membahayakan keamanan 
dan keselamatan penerbangan; 
pelanggaran tata tertib dalam 
penerbangan; pengambilan atau 
pengrusakan peralatan pesawat udara 
yang dapat membahayakan keselamatan; 
perbuatan asusila; perbuatan yang 
mengganggu ketenteraman; atau 
pengoperasian peralatan elektronika 
yang mengganggu navigasi penerbangan 
dan menempatkan penumpang yang 
tidak mampu melakukan tindakan 
darurat pada pintu dan jendela darurat 
pesawat udara. 

2. Sanksi administratif atas pelanggaran 
ketentuan keselamatan dan keamanan 
dalam pesawat udara selama 
penerbangan perlu diterapkan sesuai 
dengan pelanggaran administrasi yang 
telah terbukti dilakukan dan 
pemberlakukan sanksi harus sesuai 
dengan tahapan seperti peringatan; 
pembekuan sertifikat; dan/atau 
pencabutan sertifikat.  
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